Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

NIM

Program Studi
Jurusan

Judul Skripsi

ARIES HIDAYAT
011900034
ILMU HUKUM

ILMU HUKUM

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP  KASUS
SERTIFIKAT TANAH GANDA BERDASARKAN
PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELESAIAN DAN PENANGANAN  KASUS

AGRARIA

Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

/]

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIPIRKAT TANAH GANDA
BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN

TATA RUANG /' KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020
) TENTANG PENYELESAIAN DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA

Penulis Skripsi

ARIES HIDAYAT Pembimbing Pertama

011900034 HISITI SAHARA SHM.SI
Pembimbing Kedua.
RUSMINL_SH_MH._.

ABSTRAK

TamhadalnhanugerahdaﬁTuhan\'angMa&mEsnymgmyipu_
yang.mgmpmﬁngkmmmmhmmmkanmbaimejﬂmmkmﬂmmh
kehidmnmk)mPunmfaamnmuahdalambahagajs&mrkcgilmsepuﬁm
pantﬁmsanmmumdanlaimlﬂumengakibﬁhnlmﬁmmjﬁmm
yang kian hari kian dibutuhkan.

Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Sertifikat Tansh Ganda Berdasarkan
Pasal6Ayu(l}PmanentedAgmﬁadanTanngqunh Badan
Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Dan Penanganan Kasus
Agrniadeagaimanasanksihukmnteﬂmdappehkusmiﬁhtmm

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif Dalam
dmm:ghjipcrmasalahndenganbapangmpuhmm“

Simpulan Penyelesaian melalui Badan Pertanshan Nasional (BPN) Dan

- nnd:tumnyupummgmuyaﬂkm_” paisukan
jan.Dan sanksi Hukum terhadap Pemalsuan sertipikat G da v

£

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR ISI
Halaman
‘f’ - HALAMAN JUDUL s 0
~ HALAMAN PERSETUJUAN il
'HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv
. ABSTRAK .
ATA PENGANTAR......cccc0ceenneee vi
s s §5+0 o s some s S A viii
B 1 PENDAHULUAN
A Lt Bulakang...........c.cocoienines SOOI . 1
B TR < s iassvasnssssssasivennsssnmmmsvnmansssssss b p
C. Ruang Lingkup Penelitan.............coooiiniiiiiccs e 6
R DRREOIE PEnlitIan ...........cccuounisomsosssmassusnnssmanssssssoesdosia it 6
RN PEttlISRN ....... o coeevoconnnsosssasormsnsovenssnseip KA : r

E DI OPErasional ...... ..o eccoecemesnerscsnscssssnsatirmmmiingh

£ SRR PEIUIHSAN. .................cccocceneemenssensesnonssasssnsaiiin semiei

| TINJAUAN PUSTAKA

..............................

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e e i T i R

BAB III. UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP KASUS SERTIPIKAT TANAH
GANDA BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN ATAT RUANG / KEPALA BADAN
PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELESAIAN DAN PENANGANAN KASUS AGRARIA

A. Upaya Penyelesaian terhadap kasus Sertipikat Tanah Ganda
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) peraturan menteri Agraria dan Tata
Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penyelesaian dan Penanganan Kasus Agararia........... ............ 32

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Sertipikat Ganda........................ 34
BAB 1V PENUTUP

PR REBIIPNIAN. ......cocooncvnnennssrisnsnssssssnsinsmsssmsnsisssimnt 43
B BREAN-BATAN. ............c.covivinnnnniecicrcansseersiissnsra L 46
DAFTAR PUSTAKA.

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Sertifikat Tanah Ganda
Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Atat Ruang
/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penyelesaian Dan Penanganan Kasus Agraria

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan tersebut adalah :
a. Penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)
b. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan

Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang

bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara
sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima
oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus
melalui pengadilan..

‘.,' nksi Hukum Terhadap Pelaku Sertifikat Ganda
Adapun sanksi pidana yang mengatur mengenai pemalsuan sertifikat

inda diaturdalam Pasal 264 KUHP yang menyebutkan:

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan
hun, jika dilakukan terhadap:

2 "“?_’ . akta-akta otentik;
~ b. surat hutang atau sertlﬁkal hutang dari m m :
~ bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; :

it serc atauhutangatausertlﬁkatsem

npulan, yayasan, perseroan atau ma:

bt&tldmdenmbmg

Mm 2 dan 3, atau t:

mm
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ls.nn—Saran

1.Kepada Kantor Pertanahan agar lehip efektif dalam penyelesaian sengketa
pertanahan terhadap sertifikat ganda.

2. Seharusnya masyarakat yang akan membeli tanah melakukan cek terlebih

dahulu terhadap status tanah tersebut, agar tidak terjadinya sengketa tanah

3 yang memakan waktu lama, dan agar tidak muncul sertifikat yang tumpang

4 tindih. Dan upayakan menggunakan tanah yang kita miliki. Jika tidak untuk

ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-

- kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.
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